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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 

3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162); 

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan 

Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);  

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080); 

6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Kedua Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 49); 

7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan 

Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 529) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 

Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 

16 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan 

Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 94); 

 

 

 



B. Latar Belakang  

 
Pangan merupakan hak asasi paling mendasar bagi setiap individu sekaligus menjadi 

kewajiban negara dalam pemenuhannya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, kedaulatan dan ketahanan pangan 

nasional diwujudkan melalui terciptanya masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan. Kondisi ideal ini hanya dapat dicapai apabila kebutuhan gizi 

masyarakat terpenuhi secara merata hingga tingkat perseorangan melalui 

pengoptimalan sumber daya pangan dan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan. 

Prinsip pemenuhan hak atas pangan berbasis kearifan lokal inilah yang menjadi 

pijakan utama dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional. 

 

Indonesia dianugerahi keanekaragaman hayati pangan yang sangat melimpah mulai 

dari pelbagai varietas umbi-umbian (seperti singkong, ubi jalar, talas, dan porang), 

jagung, hingga sagu yang tersebar luas di berbagai daerah. Kekayaan potensi ini 

menyimpan peluang besar untuk dikembangkan menjadi sumber karbohidrat non-beras 

bernilai gizi tinggi guna mengurangi ketergantungan pada beras serta gandum impor, 

sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan. Oleh karena itu, upaya 

mewujudkan ketahanan pangan tidak boleh lagi berfokus tunggal pada komoditas 

utama semata, melainkan harus diarahkan pada percepatan penganekaragaman 

(diversifikasi) konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Meskipun potensi bahan 

baku lokal sangat melimpah, efektivitas langkah diversifikasi ini perlu dievaluasi secara 

berkala melalui indikator kualitas konsumsi pangan masyarakat secara nasional. 

 

Kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat Indonesia diukur melalui 

indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) 

menunjukkan Skor PPH nasional meningkat cukup signifikan dari 93,5 pada tahun 

2024 menjadi 95,1 pada tahun 2025. Angka ini melampaui target RPJMN 2025-2029 

yang ditetapkan sebesar 94,0. Walaupun angka ini menunjukkan tren positif mendekati 

skor ideal (100,0), struktur konsumsi pangan di lapangan sejatinya belum sepenuhnya 

seimbang. Pemanfaatan potensi pangan lokal seperti kelompok umbi-umbian baru 

mencatat tingkat konsumsi 50,22 gram/kapita/hari, yang berarti masih berada di bawah 

target ideal sebesar 53,40 gram/kapita/hari. Ketimpangan antara tingginya potensi 

bahan baku lokal dan belum optimalnya angka konsumsi harian ini mengindikasikan 

adanya kendala pada rantai pengolahan dan daya terima produk di tingkat konsumen. 

 

Rendahnya penyerapan pangan lokal olahan di tengah masyarakat tersebut sangat 

berkaitan erat dengan berbagai hambatan operasional yang dihadapi oleh para pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pengolahan pangan. Di tingkat hilir, 

sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan teknologi pengolahan yang 

sederhana, sehingga potensi bahan baku segar lokal belum mampu diubah menjadi 

produk bernilai tambah tinggi yang berdaya simpan (shelf-life) panjang dan bermutu 

standar. Kendala ini turut dibarengi dengan terbatasnya pemahaman pelaku usaha 

terkait sertifikasi keamanan pangan (seperti P-IRT, Halal, atau BPOM), minimnya 

estetika kemasan, serta terbatasnya akses ke jaringan pemasaran modern dan digital. 

Melihat adanya kesenjangan antara potensi pangan lokal dan kapasitas UMKM saat 

ini, diperlukan intervensi kebijakan yang terarah dan berlandaskan payung hukum yang 

kuat.  



Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang 

Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, 

kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (PUPPL) hadir 

sebagai langkah konkret pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut. Kegiatan ini 

dirancang secara terpadu mencakup pemberian bantuan alat/mesin produksi bagi 

pelaku UMKM pangan dengan harapan kapasitas produksi pelaku usaha meningkat, 

kualitas produk memenuhi standar pasar, ekonomi lokal bergerak, dan kemandirian 

pangan daerah dapat terwujud secara berkelanjutan. 

 

C. Tujuan 

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal bertujuan untuk : 

1. Mengoptimalkan pemanfaatan Pangan Lokal, dan 

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing Pangan Lokal 

 

D. Sasaran 

▪ Sasaran kegiatan: 

Sasaran kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal yang 

ingin dicapai adalah: 

a. Teroptimalkannya pemanfaatan Pangan Lokal; dan 

b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing Pangan Lokal 

 

▪ Sasaran lokasi  

Sasaran lokasi kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal 

ditetapkan pada Kawasan yang memiliki bahan baku pangan lokal, akses transportasi 

dan ketersediaan listrik serta air bersih yang memadai. 

 

E. Kriteria Penerima Manfaat 

Penerima manfaat kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan 

Lokal (PUPPL) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Pelaku usaha pangan lokal skala UMKM/IKM baik perorangan/kelompok yang aktif 

dalam usaha bidang pangan Lokal minimal 2 tahun 

b. Memiliki rumah produksi 

c. Memiliki jaminan pasokan bahan baku 

d. Memiliki jaminan pemasaran 

e. Sanggup melaksanakan kegiatan PUPPL sesuai Petunjuk Teknis kegiatan Fasilitasi 

Pengembangan Usahan Pengolahan Pangan Lokal 

 

F. Outcome 

Melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan 

Lokal, outcome yang diharapkan dapat terwujud meliputi: 

a. Meningkatnya kapasitas produksi, kualitas dan nilai tambah pangan lokal  

b. Menguatnya akses pasar dan kemitraan rantai pasok hulu hingga hilir 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KERANGKA PIKIR 

 

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (PUPPL) 

dilaksanakan secara terintegrasi dari hulu hingga pemanfaatan, yang dimulai dari 

penjaminan ketersediaan bahan baku pangan lokal, dilanjutkan dengan fasilitasi 

pengolahan melalui bantuan alat dan pembinaan kepada pelaku usaha, kemudian 

distribusi produk melalui dukungan akses pasar dan kemitraan, hingga tahap 

pemanfaatan melalui promosi dan edukasi konsumsi pangan lokal. Seluruh tahapan 

tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dengan dukungan pembinaan, 

pengawalan, dan pemantauan guna memastikan proses pengembangan usaha 

berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Adapun konsep kerangka pikir pelaksanaan 

kegiatan PUPPL dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 

 

Gambar 1. Konsep Kerangka Pikir Kegiatan Fasilitasi PUPPL 

Sejalan dengan integrasi proses bisnis tersebut, pemilihan lokasi dan komoditas 

kegiatan diarahkan pada kawasan yang memiliki bahan baku Pangan Lokal untuk 

menjamin keberlanjutan ketersediaan bahan baku, yang didukung melalui kemitraan 

dengan petani, pelaku usaha pengolahan Pangan Lokal sebagai Penerima Manfaat 

dan/atau off-taker sebagai penjamin pasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 
PELAKSANAAN 

 

Berdasarkan atas usulan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terhadap Kelompok 

Tani Sulur Bersemi di Kota Jambi yang memiliki usaha pengolahan kacang koro dan 

produk turunannya dan setelah melalui rangkaian proses verifikasi dalam rangka 

memastikan kesesuaian persyaratan dan kesiapan calon penerima manfaat kegiatan 

PUPPL 2026, telah ditetapkan Surat Keputusan (SK) Direktur Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional nomor: 258/HK.02.06/D.1/04/1016 tentang 

Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal, tanggal 

20 April 2026.  

 

Alokasi anggaran pada kegiatan PUPPL tahun 2026 untuk kelompok adalah sebesar 

Rp150.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 134.236.740 (89,5%) berdasarkan rincian 

surat pesanan (SP) sebagai berikut : 

No Bantuan Alat Volume 
Harga satuan 

(Rp) 
Total (Rp) 

1. Mesin pop corn 1 unit   1.800.000   1.800.000 

2. Food dehydrator 2 1 unit 12.115.000 12.115.000 

3. Mesin ayakan tepung 1 unit   8.565.000   8.565.000 

4. Mesin giling tepung 1 unit 11.845.000 11.845.000 

5. Dandang perebus 1 unit   3.600.000   3.600.000 

6. Mesin pencacah kacang 1 unit   6.900.000   6.900.000 

7. Mesin pengupas kulit kacang 1 unit 17.900.000 17.900.000 

8. Mesin continious band sealer 
dengan gas filling 

1 unit   8.720.000   8.720.000 

9. Mesin sangrai/roaster 1 unit 12.600.000 12.600.000 

10. Mesin spinner minyak 1 unit   7.650.000   7.650.000 

11. Mesin pengupas kulit ari 1 unit 13.535.000 13.535.000 

12. Bak perendaman 1 unit   3.600.000   3.600.000 

Total Harga Barang (A) 120.934.000 120.934.000 

PPN (B)   13.302.740  

(A) + (B) 134.236.740 134.236.740 

Realisasi (%) 89,5  

 
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui tahapan penetapan penerima, pengadaan 
peralatan, pembayaran, serah terima bantuan, serta pemanfaatan peralatan oleh 
kelompok penerima. Setiap tahapan didukung dengan dokumen administrasi dan 
dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Dokumen pendukung meliputi SK 
Penetapan Penerima, Surat Pesanan, SPM, SP2D Satker, dan BAST PPK kepada 
Kelompok Penerima. Dokumentasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan berupa foto 
peralatan yang diterima serta foto produk hasil pemanfaatan peralatan disajikan pada 
bagian lampiran laporan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

PENUTUP 

Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang 

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya 

Lokal, Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional telah 

melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal 

(PUPPL) Tahun 2026 di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Melalui alokasi bantuan 

pemerintah senilai Rp150.000.000 yang telah terealisasi sebesar Rp134.236.740 

disalurkan kepada Kelompok Tani Sulur Bersemi Kota Jambi dengan komoditas lokal 

kacang koro dan produk turunannya sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi 

masyarakat Jambi setempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN  

Dokumen Penetapan Penerima dan Pengadaan Bantuan Alat 

 

Lampiran 1. SK Penetapan Penerima 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 



Lampiran 2. Pakta Integritas 

 

 

 

 



Lampiran 3. Surat Pesanan (SP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4. Surat Perintah Membayar (SPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. SP2D satker  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6. BAST PPK ke kelompok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7. Foto produk yang dihasilkan dan peralatan 

Foto produk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto peralatan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


